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konflik ada berbagai macam, mulai dari urusan pribadi
sampai pada urusan budaya dan tradisi dalam hal ini
pernikahan. Atas dasar ini tujuan penelitian dilakukan untuk
mengetahui  konstruksi  prinsip  negosiasi  yang
dikembangkan dalam pernikahan adat Krowe di Sikka.
Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif.
Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara,
FGD, dan dokumentasi. Data dipilah berdasarkan tata urutan
kegunaan, selanjutnya data dikelompokkan berdasarkan
masalah yang dingkat dan pada akhirnya melakukan proses
verifikasi untuk dihubungkan dengan setiap tujuan yang
hendak dicapai serta dikonfrontasi dengan dokumen
pendukung. Hasil penelitian tentang prinsip negosiasi yang
dikembangkan dalam pernikahan adat Krowe di Sikka yaitu
kula kameng (ide diangkat kepermukaan), kula babong
(lempar ide dengan santun), kula kara (rapat umum).
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Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut prinsip hukum dalam segala

urusan. Sebagai negara hukum, bangsa Indonesia memiliki mekanisme hukum untuk
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menyelesaikan konflik yang terjadi, baik dalam urusan sosial, politik, agama, maupun budaya.
Kehadiran hukum ini menjadikannya sebagai panglima tertinggi dalam memberikan
rekomendasi solusi dan putusan terhadap konflik yang terjadi di Indonesia [1]. Di sisi lain,
eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beragam budaya dan etnis berpotensi
menimbulkan konflik kepentingan dan konflik horizontal [2]. Menimbang segala konsekuensi
yang mungkin terjadi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik
Sosial Pasal 3 membahas penanganan konflik dengan tujuan untuk “menciptakan kehidupan
masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan
harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggang rasa dan toleransi
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; memelihara keberlangsungan fungsi
pemerintahan; melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; memberikan
perlindungan dan pemenuhan hak korban; serta memulihkan kondisi fisik dan mental
masyarakat” [3]. Artinya, secara keseluruhan, falsafah resolusi konflik memiliki tiga tujuan
utama: perdamaian, keselamatan, dan kebahagiaan bersama.

Pada tataran daerah, konflik sudah menjadi hal yang lazim terjadi dengan berbagai
motif, mulai dari masalah tanah, belis, intoleransi, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Tentu
konflik ini menjadi realitas yang akan terus terjadi selama manusia memiliki perbedaan
pandangan. Konflik ini pada dasarnya tidak diinginkan oleh manusia dalam relasinya dengan
yang lain, namun tetap terjadi. Sejak manusia hadir di dunia, berbagai pertimbangan yang
dihadapinya menuntut keputusan yang baik bagi kehidupannya. Munculnya masalah bukanlah
suatu musibah, melainkan harus dihadapi secara bijak agar penyelesaiannya memberikan efek
positif bagi semua pihak serta menjadi budaya yang baik, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak
lain sebagai pengetahuan. Manusia tentu memiliki cara untuk mengatasi konflik yang sering
terjadi dalam kehidupan, kelompok, dan etnisnya. Cara terbaik dalam konteks tertentu adalah
melalui negosiasi yang sesuai dengan standar daerah tertentu agar memiliki nilai solutif.

Menurut Ref. [4], negosiasi dalam konteks tertentu harus dipahami sebagai proses
penemuan teknik yang dilandasi oleh prinsip budaya yang melekat di antara kedua pihak yang
bersepakat. Dalam konteks bisnis pun, budaya kedua belah pihak dan gaya negosiasi harus
tetap diperhatikan agar tidak gagal. Dengan latar belakang globalisasi ekonomi, perdagangan
antarnegara sering menggunakan strategi seperti ini sebagaimana dilakukan oleh Amerika
Serikat dan Tiongkok. Lebih lanjut, penelitian Ref. [5] tentang penerapan teori negosiasi wajah
dalam perbandingan gaya wajah, facework, dan manajemen konflik lintas budaya antara
Ekuador dan Amerika Serikat (AS) menemukan bahwa tidak ada perbedaan dalam hal
menghadapi diri sendiri, menghadapi orang lain, dan menghadapi masalah bersama. Norma
budaya dalam pelaksanaannya selalu mengedepankan prinsip negosiasi untuk mengatasi

segala perbedaan. Di sisi lain, pola yang digunakan oleh organisasi untuk melaksanakan
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aktivitas penjualan akan mempertahankan atau menghalangi norma-norma budaya yang
mempengaruhi hasil negosef. Ref. [6] menguraikan tentang negosiasi distributif dan integratif,
di mana keduanya dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Secara emosional, seseorang
cenderung bersifat integratif, sementara dalam aspek lain bisa bersifat integratif impersonal.

Ref. [7] menyatakan bahwa penyelesaian konflik melalui negosiasi harus
menempatkan keadilan restoratif dalam situasi pasca-konflik, yang dapat menyelamatkan
budaya yang akhir-akhir ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Budaya sering
dipandang sebagai sesuatu yang kuno, seolah-olah tidak memiliki relevansi dalam dinamika
keilmuan yang dimiliki manusia. Saat ini, riset yang berorientasi pada penyelesaian konflik
budaya melalui negosiasi masih sangat sedikit, terutama dalam hal penentuan belis atau mahar
yang dilakukan oleh negosiator pihak laki-laki dan perempuan. Sebagian besar riset masih
berkutat pada bagaimana negosiasi dijadikan sebagai landasan dasar dalam komunikasi dan
proses jual beli dalam hukum ekonomi. Meskipun berhasil dalam restorasi kekayaan budaya
yang disengketakan, penerapan perspektif ini hanya mendapat sedikit perhatian. Ref. [8]
menyatakan bahwa lingkungan kerja semakin beragam secara budaya, dan manajer, karyawan,
serta masyarakat sering diminta untuk berpartisipasi dalam negosiasi lintas budaya. Dalam
konteks ini, penting bagi para negosiator untuk mengembangkan kemampuan mengenali
perbedaan budaya dan menyesuaikan gaya negosiasi mereka dengan peluang budaya yang
mereka hadapi. Studi ini menyelidiki pengaruh kecerdasan budaya terhadap hubungan antara
nilai-nilai budaya dan preferensi individu terhadap gaya negosiasi tertentu. Nilai-nilai budaya
(jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, kolektivisme, maskulinitas, dll.) tidak hanya
berpengaruh langsung terhadap gaya negosiasi, tetapi juga secara tidak langsung melalui
kecerdasan budaya. Studi ini berkontribusi pada penelitian dan praktik negosiasi dengan
menyoroti pentingnya nilai-nilai budaya dan kecerdasan budaya dalam gaya negosiasi.

Sikka, salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki latar belakang
budaya dan etnis yang beragam. Dengan latar belakang ini, secara de facto terdapat perbedaan
dalam karakter masyarakat maupun sistem sosial yang dianut. Melihat situasi seperti ini,
potensi konflik dalam urusan budaya besar kemungkinan sering terjadi. Salah satu masalah
yang sering terjadi adalah dalam urusan perkawinan lintas budaya dan etnis. Masalah ini selalu
berkaitan dengan ketidakcocokan dalam kesepakatan menentukan jumlah belis yang diterima
oleh pihak perempuan dan balasan yang diberikan oleh pihak perempuan terhadap keluarga
laki-laki. Dalam proses perkawinan adat Sikka, sebelum berlangsungnya perkawinan secara
agama, seorang pria harus melewati tahapan belis. Sebelum belis, tahapan awal adalah
kesepakatan antara kedua belah pihak (keluarga laki-laki dan perempuan) melalui delegasi

yang dipercaya sebagai juru bicara. Yang dibicarakan adalah penentuan hari pengantaran belis,
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besaran belis, dan anggota keluarga yang hadir pada hari pengantaran belis. Dalam proses ini
terjadi negosiasi berupa tawar-menawar besaran belis yang dibebankan kepada pihak laki-laki,
biasanya berlangsung di rumah keluarga calon mempelai perempuan.

Konflik yang sering terjadi dalam proses negosiasi ini adalah ketidaksesuaian dengan
kesepakatan antara kedua negosiator, sehingga salah satu pihak merasa terjebak dalam
kesepakatan palsu. Jika demikian, akan terjadi konflik yang berujung pada pembatalan
pernikahan atau sanksi berupa tidak disuguhi makan dan minum sampai kesepakatan awal
dipenuhi. Selain itu, konflik dapat terjadi akibat kurangnya prinsip negosiasi yang diterapkan
oleh negosiator dalam menyampaikan maksud mereka. Banyak delegator tidak memahami
prinsip negosiasi dalam budaya yang telah lama diterapkan, sehingga nilai kejujuran, sopan
santun, dan pemahaman terhadap istilah-istilah bahasa adat hilang. Konflik lain yang sering
terjadi adalah dalam bentuk balasan kepada pihak paman yang menjadi penanggung jawab
penuh dalam urusan belis. Akibat lanjutannya bisa memutuskan hubungan keluarga yang telah
lama terbentuk. Setiap manusia, secara sadar atau tidak, telah melakukan proses tersebut
ketika berada dalam lingkup budaya tertentu, sehingga terjadi pembentukan konsep diri atau
identitas diri mereka [9]. Dalam konsep budaya, hampir semua memiliki kebiasaan dalam
menyelesaikan konflik antara masyarakat adat. Kebiasaan ini memiliki kekuatan sosial yang
mengikat meskipun tidak tertulis berdasarkan bab dan pasal. Manajemen konflik dalam
masyarakat Sikka hanya berlaku bagi masyarakat adat yang masih berpegang teguh pada
kebajikan lokal setempat.

Oleh karena itu, sangat menarik untuk menggali dan mendalami prinsip negosiasi yang
dikembangkan dalam mengatasi masalah belis perkawinan pada masyarakat adat di Sikka. Hal
ini penting untuk mengingat kembali prinsip negosiasi yang dikembangkan dalam adat yang
mulai luntur oleh perkembangan zaman. Idealnya, prinsip negosiasi yang dikembangkan
dalam masyarakat adat tertentu mampu menyelesaikan konflik adat demi keharmonisan
keluarga. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan konstruksi prinsip negosiasi yang
dikembangkan dalam pernikahan adat pada masyarakat Sikka Krowe di Kabupaten Sikka.
Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan
data meliputi pengamatan fenomena resolusi konflik yang diterapkan masyarakat adat melalui
prinsip negosiasi sesuai dengan konteks dan eksistensi adat setempat. Dalam penelitian ini,
yang perlu digali adalah prinsip negosiasi yang dikembangkan dalam pernikahan adat
masyarakat Sikka Krowe di Kabupaten Sikka.

Untuk memperoleh keabsahan data, digunakan berbagai teknik pengambilan data,
yaitu melalui observasi, pengamatan langsung, dan keterlibatan dalam proses pernikahan adat

mulai dari lamaran hingga pelaksanaan belis. Selain itu, dilakukan wawancara dengan
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pemangku kepentingan, melibatkan tokoh masyarakat, tua adat, dan delegator yang sering
dipilih oleh masyarakat sebagai delegasi dalam pernikahan adat Sikka. Dalam pengumpulan
data, juga dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan budayawan, tua adat
dari dua etnis berbeda, dan tokoh masyarakat. Hal terakhir adalah mengumpulkan semua
dokumen penting yang memiliki hubungan dengan riset.

Teknik analisis data meliputi pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Setelah itu, dilakukan pemetaan berdasarkan tujuan penelitian sehingga
informasi yang diperoleh dapat menjawab masalah yang diangkat. Langkah berikutnya adalah
membuat kesimpulan sesuai dengan data yang diperoleh dan melakukan konfrontasi dengan
beberapa dokumen pendukung dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip konstruksi negosiasi dalam perkawinan adat pada umumnya selalu
berhubungan dengan rangkaian pelaksanaan perkawinan, mulai dari upacara pertunangan
(masuk minta), penentuan besarnya belis, hingga kesepakatan hari pernikahan. Prinsip yang
dibangun di dalamnya berorientasi pada dinamika kesepakatan melalui tindak tutur antara
dua pihak yang dipercayakan untuk membahas besaran belis. Menurut Ref. [11], disposisi
negosiasi mahar digunakan sebagai instrumen dalam diskusi adat hingga tercapai kesepakatan
mengenai besaran belis. Pihak inisiator dalam negosiasi ini adalah delegasi pihak perempuan,
yang menetapkan standarisasi belis sebagai bentuk tanggung jawab bagi pihak laki-laki.

Dalam perkawinan masyarakat Sikka Krowe, prinsip konstruksi negosiasi
berlandaskan pada tiga tahapan yaitu prinsip negosiasi kula kameng, kula babong, dan kula
kara. Prinsip negosiasi yang dikembangkan dalam pernikahan adat masyarakat Sikka Krowe
harus melewati tahapan tertentu untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan.

A. Kula kameng (1de Diangkat Kepermukaan)

Dalam konteks sosial budaya Sikka, kula kameng dipandang sebagai langkah awal dalam
mendiskusikan persoalan adat, baik dalam lingkup kultural maupun sosial politik lainnya [12].
Kula kameng tidak hanya digunakan dalam konteks lokal demokrasi, tetapi juga secara spesifik
berbicara tentang prinsip negosiasi yang digunakan oleh negosiator dalam pernikahan adat.
Prinsip negosiasi kula kameng merupakan esensi awal dalam menyampaikan maksud yang
akan disampaikan oleh negosiator. Langkah ini diawali dengan mengangkat ide atau pikiran ke
permukaan melalui tulung dalang, yang berarti saling berkunjung atau bersilaturahim ke
rumah pihak perempuan atau keluarga perempuan.

Dalam aktivitas tulung dalang ini terdapat tanda berupa benda yang dihadirkan sebagai
pengikat, seperti suguhan kopi, sirih pinang, dan bako wolon (rokok dari daun lontar). Tanda-

tanda ini dimaknai sebagai instrumen simbolik untuk membuktikan keintensitasan kedua
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delegator yang akan membicarakan pernikahan adat. Simbol bako wolon, sirih pinang, dan
segelas kopi dimaknai sebagai ekspresi keterbukaan pihak keluarga perempuan akan
kehadiran delegasi (tua adat) dari pihak laki-laki. Simbol ini juga menandakan bahwa negosiasi
akan dimulai sesuai dengan tujuan kedatangan delegasi pihak laki-laki.

Menurut Ref. [13], dalam negosiasi yang diterapkan dalam perkawinan antara dua etnis
berbeda, hal yang perlu diperhatikan adalah aspek simbolik-substantif yang menciptakan
ritual hibrida yang menggabungkan kedua entitas. Negosiasi kula kameng bagi masyarakat
adat Sikka hanya akan terjadi apabila diawali oleh ekspresi simbolik (bako wolon, sirih pinang,
dan segelas kopi) sebagai sapaan pembuka menuju ekspresi simbolik substantif maksud dan
tujuan kedatangan seseorang. Hal ini biasa juga disebut sebagai strategi politik adat dalam
memahami kebajikan lokal agar pesan tersampaikan.

Tindakan ini dapat diartikan sebagai representasi simbolik menuju representasi substantif
dalam fase negosiasi untuk memenuhi standar esensi konstituen [14]. Strategi ini lazim
digunakan dalam negosiasi dengan maksud menghadirkan dialog yang cair dan adil,
memperlakukan orang lain seperti keluarga. Ketika perasaan ini menguasai seluruh perasaan
tamu, langkah selanjutnya adalah menghadirkan tema pembicaraan dan menanyakan maksud
kehadiran delegasi.

Penting untuk diingat bahwa pada tahap ini, segala pertanyaan merupakan bagian dari
rekonstruksi keingintahuan seseorang sehingga terciptalah dialog pikiran dan pola interaksi
awal. Tindakan ini adalah awal dari pengungkapan pemikiran tertutup menuju pembicaraan
substantif. Pikiran ini harus diungkapkan secara jujur, santun, dan terbuka sehingga terhindar
dari prinsip manipulatif meskipun tersirat makna politis. Mengungkapkan pemikiran juga
dapat dimaknai sebagai menguasai lawan bicara dalam mencapai kesepakatan.

Dalam bahasanya, Ref. [15] mengungkapkan bahwa dalam teori pertukaran sosial, yang
menonjol adalah cost and reward. Dalam berinteraksi, manusia selalu mempertimbangkan cost
(biaya atau pengorbanan) dengan reward (penghargaan atau manfaat) yang diperoleh dari
interaksi tersebut. Jika cost tidak sesuai dengan reward-nya, maka salah satu pihak yang
mengalami ketidakseimbangan ini akan merasa sebal dan menghentikan interaksinya,
sehingga hubungan sosialnya akan mengalami kegagalan. Dalam konteks perkawinan Sikka
Krowe, cost dimaknai dengan besarnya belis, sedangkan reward dimaknai sebagai balasan atas
belis yang diberikan oleh pihak laki-laki.

B. Kula babong (Lempar Ide dengan Santun)

Kula babong merupakan proses lempar ide yang diterapkan dalam suatu pertemuan resmi
adat demi terciptanya suatu kesepakatan yang adil melalui musyawarah bersama. Dalam
kultur demokrasi, kula babong menjadi jembatan penghubung antara gagasan seseorang untuk

menyampaikan ide di tengah keluarga atau masyarakat, tersirat maksud dan tujuannya. Ruang
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kula babong ini terbatas pada urusan adat, termasuk perkawinan seseorang. Dalam
perkawinan adat, proses kula babong mendapat legitimasi kesepakatan melalui negosiasi
intens yang berawal dari diskusi pada tataran keluarga inti hingga negosiasi yang dilakukan
oleh kedua belah pihak.

Dalam proses negosiasi penyampaian maksud (kula kameng), prioritas selanjutnya
dibahas dalam kula babong. Isi pembicaraan dalam kula babong mengungkapkan ketertarikan
calon mempelai terhadap anak gadis keluarga yang bersangkutan. Konsep diri yang dikaitkan
dengan emosi, nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, serta pertimbangan masa lalu dan masa
depan, turut mempengaruhi diri dalam pengambilan peran. Namun demikian, diri tidak
terisolasi, karena ia bertindak dalam kelompok individu. Diri tidak dapat memaknai suatu
simbol tanpa adanya individu lain yang berperan sebagai cermin untuk melihat diri sendiri.
Dalam kehidupan sosial, manusia menggunakan simbol untuk merepresentasikan maksud
mereka, demikian juga sebaliknya [16].

Tekanan pada tahap kedua bertumpu pada identitas diri sang delegator untuk
mempertahankan kualitas pembicaraan melalui sikap yang santun. Kesantunan ini menjadi
prinsip kula babong dalam negosiasi rencana pemberian belis, agar keluarga pihak perempuan
yakin dengan misi yang disampaikan. Pada tahap ini juga terjadi tawar-menawar terkait besar
kecilnya belis (bargaining), menentukan hari pelaksanaan belis, dan hari pernikahan. Sikap
tawar-menawar ini harus diungkapkan secara terbuka, santun, dan terarah kepada kemuliaan
relasi keluarga.

Dalam konteks teori tingkah laku (Behaviorial Theory), hal seperti ini memiliki fokus pada
perilaku atau tingkah laku yang dilakukan oleh para negosiator sebagai akibat dari stimulus
yang menekankan pentingnya kebutuhan [5]. Namun, dalam konteks tertentu, negosiasi juga
mencakup barter gagasan terkait benda apa saja yang perlu dibawa oleh pihak laki-laki dan
barang apa yang perlu dibalas oleh keluarga pihak perempuan. Prinsip utama dalam negosiasi
pada level ini adalah megu moong (cinta kasih) dan tidak berdasarkan faktor keuntungan.
Prinsip lain yang diterapkan dalam negosiasi kula babong adalah barter barang sebagai nilai
simbolik substantif yang sarat akan tanggung jawab. Artinya, prinsip barter ini tidak hanya
dalam bentuk gagasan tetapi juga diikuti oleh tindakan nyata melalui barang yang dibawa
dengan barang pembalasan.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam negosiasi kula babong adalah filosofi lokal Sikka
yaitu kula geke ro’o-ro’o (sampaikan ide dekat-dekat) dan babong gole leder-leder (unjuk
gagasan satu-satu). Sikap ini berarti bahwa dalam menyampaikan maksud dan tujuan,
negosiator atau delegasi seharusnya menyampaikannya secara beruntun, runut, dan masuk

akal sehingga pesannya tersampaikan dengan baik. Ketika pesan tersampaikan dengan baik,
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proses selanjutnya akan berjalan lancar. Selain itu, kesepakatan baru antara kedua keluarga
pihak laki-laki dan perempuan dapat terjalin untuk menjaga sikap di masa mendatang.

Dalam konteks diplomasi pertahanan, Ref. [17] menekankan pentingnya pembicaraan
yang mampu membawa perubahan, seperti membangun kerja sama, mengurangi ketegangan,
meningkatkan kemampuan pertahanan, dan memajukan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Dalam ungkapan Sikka Krowe, disebut lu’at bo ene beta, remarua nganga ene herong (bernapas
besok jangan disebut, kesalahan lusa jangan diungkit). Hal ini secara jelas menggarisbawahi
prinsip negosiasi yang tidak mengedepankan menang-kalah, melainkan membangun kerja
sama dalam sebuah pernikahan adat Sikka Krowe. Prinsip ini harus terintegrasi dengan
originalitas relasi harmonis dan bukan berdasarkan relasi semu.

C. Kula kara (Rapat Umum)

Kula kara dapat diartikan sebagai rapat umum yang melibatkan seluruh elemen
masyarakat dalam menyampaikan segala kesepakatan yang dicapai oleh delegasi pihak
perempuan dan laki-laki kepada masyarakat umum. Kula kara adalah tahap akhir dari prinsip
negosiasi, melibatkan lebih banyak anggota masyarakat. Pada tahap ini, diskusi tidak lagi
berfokus pada besar kecilnya belis, tetapi pada kesanggupan dan tanggung jawab yang bersifat
mengikat. Ungkapan Sikka Krowe yang mencerminkan prinsip negosiasi ini adalah ai batu da’a
nian, tali betan gena tana (pohon tumbang kena bumi, tali putus menyentuh tanah). Dalam
pandangan hukum, istilah ini dimaknai sebagai putusan yang bersifat inkrah dan wajib
dijalankan tanpa tindakan pembantahan.

Prinsip negosiasi dalam kula kara yang diterapkan dalam masyarakat Sikka Krowe harus
mengedepankan beberapa hal penting, yang dapat dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Prinsip negosiasi dalam kula kara

Ungkapan adat Artinya
Du’a ata kula babong Delegator bermusyawarah

Mo’an ata kula kameng  Bermusyawarah bermufakat

Plota rang bleleng Berunding harus Bersama

Tutur turang rang plota  Berbicara harus berganti

Li’ar loe rang hoge Bersuaralah berani dengan tegas

Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa negosiasi kula kara bukan hanya sekadar formalitas,
tetapi merupakan wujud dari komitmen bersama untuk menjalankan semua keputusan yang
telah dicapai dengan penuh tanggung jawab. Proses ini juga menekankan pentingnya integritas
dan transparansi dalam hubungan antar keluarga dan masyarakat, serta memperkuat ikatan
sosial dan budaya dalam masyarakat Sikka Krowe.

Du’a ata kula babong menggambarkan realitas diri bagi delegator yang berperan dalam
musyawarah untuk membahas hasil pertemuan dengan delegator pihak perempuan.

Ungkapan ini mengarah pada eksistensi negosiasi yang mengedepankan kesepakatan bersama
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di atas kepentingan pribadi. Inti pembicaraan dalam musyawarah adalah mengangkat hasil
kesepakatan yang dilakukan dua delegator pihak laki-laki dan perempuan di hadapan
masyarakat. Proses ini dikenal sebagai plage wae ara matang, yaitu duduk bersila dan saling
berhadapan untuk membicarakan tanggung jawab belis pernikahan, termasuk menentukan
jenis serta jumlah belis yang dibebankan kepada pihak laki-laki, yang disebut taser. Proses ini
harus dilakukan secara transparan untuk membangkitkan rasa percaya kedua belah pihak.
Menurut Ref. [18], manusia menyelesaikan karya wajah dalam kebudayaan yang berbeda, di
mana wajah atau rupa mengacu pada gambaran diri seseorang saat berada di depan orang lain,
mencerminkan jati diri, rasa hormat, kehormatan, status, koneksi, kesetiaan, dan nilai-nilai lain
yang sejenis.

Mo’an ata kula kameng berarti menempatkan musyawarah untuk mufakat sebagai
cerminan kebulatan keputusan yang tidak terlepas dari entitas diri dan masa depan kedua
keluarga. Ini merupakan tugas delegasi dalam memberikan kepastian kepada semua yang
hadir bahwa keputusan harus dijalankan sesuai kesepakatan yang telah dibangun. Dalam
masyarakat Sikka Krowe, musyawarah untuk mufakat dipandang sebagai kenyataan riil dalam
membentuk opini masyarakat adat, yang menjadi konsekuensi lanjut dari proses perkawinan
adat. Seperti dijelaskan oleh Ref. [10], negosiasi harus didasarkan pada kepentingan yang
mungkin terjadi dan bagaimana respons orang terhadap apa yang disampaikan, dengan tujuan
mencapai mufakat.

Plota rang bleleng bagi delegator dalam proses perkawinan Sikka Krowe mengacu pada
berunding bersama tanpa unsur pemaksaan, membangun dialog agar pesan tersampaikan
dengan jelas. Pernikahan dianggap sebagai peristiwa penting, namun dalam masyarakat
beradab, pernikahan tidak hanya meneruskan tradisi dan membentuk keluarga, tetapi juga
memiliki implikasi luas bagi kemanusiaan. Nilai sosial menjadi titik sentral dalam memaknai
pernikahan untuk menghindari konflik internal antara keluarga laki-laki dan perempuan.
Keabsahan hukum suatu perkawinan hanya terjadi apabila perundingan mencapai kata
sepakat.

Tutur turang rang plota merupakan bagian dari prinsip negosiasi yang digunakan oleh
negosiator dalam menyampaikan pandangan. Prinsip ini menekankan berbicara bergantian
dan tidak memonopoli pembicaraan. Dalam negosiasi pernikahan Sikka Krowe, ruang yang
leluasa harus diberikan kepada negosiator agar tidak terjadi masalah dan pembatalan
pernikahan. Negosiasi adalah proses komunikasi yang membutuhkan keterampilan dalam
menyampaikan pendapat dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah
pihak. Bernegosiasi dengan benar berarti memberi kesempatan kepada pihak lain untuk

berbicara dan mendengarkan dengan hati-hati, penting untuk memahami perspektif lawan
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bicara dan mencapai kesepakatan yang berhasil. Dengan demikian, prinsip-prinsip negosiasi
dalam pernikahan adat Sikka Krowe mengedepankan transparansi, komitmen, keterlibatan
publik, keberlanjutan, dan resolusi konflik yang adil dan damai.

Kesimpulan

Negosiasi dalam konteks perkawinan adat Sikka Krowe adalah proses pertukaran
pikiran antara delegator pihak laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mencapai
kesepakatan terkait proses pertunangan, belis, dan penetapan hari serta biaya pernikahan.
Proses ini tidak ditentukan sepihak, melainkan harus melalui beberapa tahapan negosiasi yang
melibatkan seluruh komunitas adat hingga pengumuman publik. Tahapan awal negosiasi, kula
kameng, menekankan pengungkapan ide disertai dengan simbol-simbol seperti segelas kopi,
wua ta’a (sirih pinang), dan bako wolon, yang melambangkan keseriusan dan niat baik dari
kedua belah pihak. Tahapan kedua, kula babong, mengedepankan sikap santun dan saling
menghormati dalam pengungkapan ide, di mana pembicaraan harus dilakukan secara
bergantian dan mencapai kesepakatan mengenai besarnya belis yang akan dibawa oleh pihak
laki-laki. Tahapan terakhir, kula kara, adalah rapat umum yang melibatkan seluruh elemen
keluarga dan masyarakat sekitar, mengalihkan negosiasi dari level personal ke level publik dan
mengukuhkan kesepakatan yang telah dicapai. Dengan demikian, negosiasi dalam perkawinan
adat Sikka Krowe adalah sebuah proses bertahap yang mengedepankan transparansi,
komitmen, dan partisipasi publik, serta memastikan bahwa semua keputusan diambil dengan
mempertimbangkan kepentingan bersama dan saling menghormati tradisi serta nilai-nilai
lokal.
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